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MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
HEPUBLIK INDCHESIA

No. O 330 Jo/1981
tentang

PERUBAHAN BENTUK IKIP MUHAMMADIYAH SURAKARTA
MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.

HENTERI PENDIDIKAN DAN KEBURAYAAN,

Kenlsbang 1 &. bahwa dalsw rangka pembinaan dan pengenbingan IKIP Muhammadiyah Surakarta
perlu diubsh bentuk IKIP menjadi Universitas ;

bs bahwa dengan perubahen bentuk IKIP Muhammad iyah Surakarta menjadi Univer—
sitas Muhsmmadiyeh Surakarts diatas perlu diadakan penyesvaian nama,bidang
o 4lm, kurlkuluw dan silabus,

Hongingat 1 a. Undang—urdang No, 22 tahun 1861 i
b. Peraturan Pemarintah Ho. 14 tahun 1965 ¢

¢« Koputusen Preasiden Reyublik Indonesis i
1. No, 44 tahun 1974 i
2, Yo, 45 tahun 1974 gebagaimara telsh diubah/ditachah tesalthiy darpi
Eeputusan Presiden Hepublik Irdonesis No. 27 %ahun 193
3+ No. 59/M tahun 1976 ;

d. Keputusan Menteri Perguruan Tingzi dan ITlmu Ponge tahvan faz-oul 17 Pobru—
&ri 1966 No. 26 tanhun 1966 §

o+ Keputusan Menteri Pewiidikan dan Kobudayean
te tanggal 14 M e 4 1915 No.  ©94/0/tg7y
2y tanggal 13 Januari 1979 No, 0C8/B/1979 4
3s tanggal 11 September 1950 No. 0222¢/0/1950 ;
4s tanggal 22 Januar{ 1981 No, 0335/0/1951 i
5. tanggal 24 Pebruari 1951 Yo, Gﬂ}{ﬁf!981 ;
6. tanggal 30 M e 4 1981 No, 0174/U/1901 :

T+ Keputusan Direktur Jerdersl Perguruan Tinggl tanggal 16 Deasshar 1967
No, 164 tahun 1967.

Mezperhatilan i a&. Usul/pendapat Koon!inator Porguruan Tinggl Swasta Wilayah V di Semevany
dengan surat tangzal 6 Mei 1991 No. T13/K/04.01 [xop/v/1981 ;

b, Hasil Rapat Badan ¥erja Lembaga Perguruan Tinggl Swasta pads tungzl
13 Juni dan 25 Jull 1981 d4 Jakarta,

MEMUTUSKAN 3
Menatapkan g
Pertaza 1 Mengubah bentuk IXIP Muhserad {yoh di Surekarta yang diselengzaralan oleh

Yayasen Pepdidikan T ingel Nubsmmad {yah Surakarta men Jadi Univeralitas Muharm-
radiyah di Surakeris,
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Fakultas/Jurusan yang dibina dalan lingkungsan Universitas Muhammadiyah
Surakarta adalséh sebagnivapsa tercantum dalum Lampiran Keputusan ini.

Ijazah luluaaib Fakultas/Jurusan subagaisina tersabut pada Iappiran Keputusan
ini harus didaftarkan/ditanda sahien kepada Koordinator Parguruan Tinggl Swag—
ta Wilayah V di Semararg setelah dipsnuhinga porsyaratan sesual dengan pera=
turan perundangan yang berluii.

Apabila dalam Waktu sebagairava torsebut pada lampiren Keputusan ini, herda—
sarkan hasil pemeriksaan Koordinator Perguruan Tinggl Swasts seteupat bersa—
za T™m Ahli Evaluasi dsn Supervisi terpyata bahwa Fakultas/Jurusan dalam ling-—
¥ungan Universitas Muhammadiyah Surakarta tersebut tidak meménuhl persyaratan
gebagaimaps diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggl tanggal
16 Desember 1967 No. 164 tahun 1967 beserta lampirannya, maka pemberian etatus
tersebut pads lappiren Keputusan ini akan dicabut sobelum waitunysa.

Keputusan ini mulai berlaku pads tanggal ditetapkan,

ﬁﬁlthl—kﬂn di Jakarta
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KEMENTERIAN HURUM

DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAA] MANUSIA REPUBLIK INDONESLA

NOMOR AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010

TLENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PFRSYARIKATAN MUHAMMADIY AH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASEMANUSIA REPUBLIK INDONESLA,

Memhaea

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

MENTERI HUKU!

Surat permshonan dari Ssudara DR, H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua
Pimpinan Pusat Muhammadivah Nomor 283/1.0/A/20'0 tanggal 19 Juni 2010
perthal permohonan persetujusu perubahan anggaran dasar.

. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana
terakhir diubah dengan Stausblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-
perkumpulan Berbadan Hulum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan
vang mengatur perkumpulan.

Keputusan Gubernur Jendera) Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914,

!:J

MEMUTUSKAN

Menyetujui Perubahan Apggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH
yang bergerak dalam bidang da’wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan,
dan kesebatan,

NPWP. 01.478.787.3-341.000

berkedudukan  di Yogyakarta, scbagaimana perubahan anggaran dasarnys
termuat pada lampiran kepurusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada
hari pengumumannya dalam Tambaban Berita Negara Republik Indonesia.

Keputusan Menterd Hukum dan !{ak Asasi Manusia Republik Indonesia ini
disampaikan Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jokarta
Pada tanggal 23 Juni 2010

ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

L\Z\“S\\\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\“’%\&\\}‘k\K\\'\\\\‘-\\\\‘Q\\K‘k\\\\\‘\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\\



SURAT SURAT PENGAKUAN

MUHAMMADIYAH

SEBAGAI BADAN HUKUM

Diterbitkan oleh:
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Alamat kantor:
1. Jalan Cik Ditiro no. 23 Yogyakarta
2. Jalan Menteng Raya no. 62 Jakarta
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1. a. Gouvernement besluit 22 Augustus 1914 No. 81
" b. Terjemahan

2. a. Gouvernement beslutl 16 Augustus 1920 No. 40
b, Terjemahan

3. a. Gouvernement besluit 2 September 1921 No. 36
b. Terjemahan

4. Keterangan hal - RECHTPERSOON MUHAMMADIJAH

L

. Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum
Departemen Kehakiman RI

6. Surat Keterangan dari Departemen Sosial R
Surat Pernyataan dari Menteri Agama No.1 Tahun 1971

. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penunjukan
Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum
yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik.

. Perpanjangan Surat Keputusan Menteri Dalant Negeri

10. Surat Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R]

11, Surat Pernyataan Menteri Kesehatan R1

12. Surat dan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R1

Keterangan:

Berdasar ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, sural-surat pengakuan
“Muhammadiyah sebagai Badan Hukum™ ini berlaku untuk Persyarikatan Mubanunadiyah dan amal
usabanya di bidang pendidikan (Dasar, Menengah, Tinggi), kesehatan (Rumah Sakit, Rumah Bersalin,
BKIA, Pohklinik, Apotik dan sebagainya), sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo, Rumah Asuh dsb.), dan
ekonomi (badan usaha) serta Organisasi Otonomnya, ialah: (1) "Adsyiyah, (2) Nasyiatul *Aisyiyah, (3)
Pemudi Mubammadiyah, (4) [katan Mahasiswa Muhammadiyah, (5) Tkatan Remaja Muhammadiyah, (6)
Perguruan Bela dirt “Tapak Suci Putera Muhammadiyah”, dan (7) Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan.




1a.

SALINAN

ALGEMEENE SECRETARIE

Mo, 81.-

, den 22 sten Aupustus 1914 .-

Gelezen:

I

L.

het request, gedapgteckend Djokjakarta 20 Desember 1912 van Hadji Ahmad Dahlan en
Hadji Abdoellah Sirat, respecticvelijk Voorzitter en Secretaris en als zoodanig ten deze

gemachtigden van de aldaar wvoor den tijd van 29 jaar opgerichte verceniging "
Mohammadiah ";

k]

de missives van den Resident van Djokjakarta van 21 April 1913 en 30 Jum 1914 Nos.
4073/21a en 7624/21a, de laatste gericht tot den Directeur van Justitie;

de repporten van dien Departementschef van 19 Maart en 20 Juli 1914 Nos. 13 en 3 en het
overpelegd schrijven van den Adviseur voor Inlandsche Zaken van 26 Januar t.v. No. 20;

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 28 Maart 1870 No. 2
(Staatsblad No. 64), zooals het in gewijzigd bij datvan 30 Juni 1898 No. 24 (Staatsblad
No. 242) en aangevuld bij dat van 14 Mei 1913 No. 37 (Staatsblad No. 432),

[s goedpevonden en verstaan:

De statuten der vereeniging "Mohammadiah” te Djokjakarta. gelijk die, pewijzigd op de
algemeene vergadering van 15 Juni 1914, in de nader overgelegde bylage van het

verzoekschrift zijn omschreven, poed te keuren en die vereemiging mitsdien als
rechtpersoon le erkennen.

Afschrift dezes zal worden pezonden aan den Raad van Nederlandsch-Indie tot
informatie en extract verleend aan den Directeur van Justitie, den Resident van

Djokjakarta, den Adviscur voor lnlandsche Zaken en de adressanten tot informatie en
naricht.

Disalin sesuai flenpan aselinya dari arsip Nasional

oleh: Sekretanit

uhammad i);ai-r"‘:'ug}- akarta




1b.

TERJEMAHAN.,

SEKRETARIAT NEGARA

22 Agustus 1914

No.81
Membaca
L Surat penmchonan tertanggal Yogyakarta 20 Desember 1912 dari Haji Ahmad Dahlan dan
Haji Abdullah Sirat, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan
dalani hal ini bertindak atas kuasa dari Persyariketan Muhammadiyah, yang didirikan untuk
29 taliun lamanya; »
Il

Surat-surat dan Residen Yopyakarta tertanggal 21 April 1913 dan 30 Juni 1914 nomor
4073/21a dan 7624/2la, yang terakhir ditujukan kepada Direktur Departemen
Kehakiman;

[II.  Laperan dan Direktur Departemen Kehakiman tertanggal 19 Maret dan 20 Juli 1914 nomor

13 dan 3, serta mendapat persetujuan dari Penasehat untuk Urusan Hindia Belanda tanpgal
26 Januari 1914 nomor 20;

Mengingat Pasal 1, 2 dan 3 dari Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2
(Lembaran Negara No.G4) seperti telah diubah dengan Keputusan tanggal 30 Juni 1898 No.24

(Lembaran Negara No.242) dan disempurnakan dengan Keputusan tanggal 14 Mei 1913 No.37
{Lembaran Nepara No 432}

Memperkenankan dan memaklumkan:

Bahwa Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, sama seperti yang telah
diubah dalam Rapat Anggota tanggal 15 Juni 1914, seperti yang terlampir pada surat permohonan

tersebut, disahkan dan karena itu menyetujui dan memperkenankan Persyarikatan itu sebagai Badan
Hukum.

Salinan dari surat keputusan ini dikirimkan kepada Dewan Hindia Belanda untuk diketahui
seperlunya dan kutipannya disampaikan kepada Direktur Departemen Kehakiman, Residen
Yogyakarta, Penasehat untuk Masalah Hindia Belanda dan lain-lain yang berkepentingan.

Diterjemahkan oleb H. Mh. Dyaldan Badawi
Sekretariat PP Muhammadivah Yogyakarta




2 a.
SALINAN

Mo, 40.-

,den 16den Augustus 1920 .-

Gelezen:

i

II.

het verzoekschrifi, pedagteekend Djokjakarta 20 Mei 1920, van Hadji Achmad Dahlan en
Dyjojosoegito, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris en als zoodanig ten deze

gemachtigden van de bij besluit van 22 Agustus 1914 No. 81 als rechtspersoon erkende
vereeniging "Mohammadiah™:

het verslag van den Directeur van Justitie van 10 Juli 1920 No. B 27/28/1: en het

overgelegd schrijven van den wd. Adviseur voor Inlandsche Zaken van 24 Juni t.v.
No.204, '

Gelet op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 No.2/Staatsblad No. 64/
Is goedgevonden en verstaan:

Goedkeuring te verleenen op de wijzeging van artikel 2 der statuten van de vereeniging
"Mohammadiah" te Djokjakarta, gelijk die in het verzoekschrift is omschreven.

Uittreksel dezes zal worden verleend aan den Directeur van Justitie, den wd. Adviseur
voor [nlandsche Zaken en de verzoekers tot inlichting en naricht.

Disalin sesual dengyn aselinya dan Arsip Nasional




TERJEMAHAN

2 b.

PETIKAN dari Surat Keputusan Gubernur Jenderal
Hindia Belanda

" Batavia, 16 Agustus 1920 (No. 40)
bMembaca ¢

I Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 20 Mei 1920 dari Haji Ahmad Dahlan dan

Djojosoegito, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal
mi - bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Mubammadiyah, wyanpg tclah mendapat
pengesahan sebagai Badan Hukum tanggal 22 Agustus 1914 No.81:

il dan sebagainya;

Memperhatikan Pasal 4 dari Surat Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2
(Lembaran Nepara No.64);

Memperkenankan dan memaklumkan:

Mengesahkan perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar Persyankatan Muhammadiyah di
Yogyakarta, seperti tersebut pada lampiran surat permohonan.

Kutipan dan sebagainya.

Diundangkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Hindia Belanda,
dalam keadaan Gubernur Jenderal berhalangan.

Sekretaris Negara
CH. WELTER

Bunyi perubahan Pasal 2:

Persyartkatan bertujuan:

a. Meningkatkan pelajaran dan pengajaran Agama Islam di Hindia Belanda.
b. Meningkatkan kehidupan beragama bagi anggotanya,

Diuterjemahkan oleh . Mh. Djaidan Badaw:
Sekretariat PP Muhammadiyvah Yogyakarta




SALINAN

UITTREKSEL uit het Register der Besluiten van den
Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie

Batavia, den 2den September 1921. (No.36)

Gelet enz.;

Gelezen:

-

[ her verzoekschrift, gedapteckend Djokjakarta, 7 Mei 1921 van Hadji Ahmad Dahlan en Mas
Djojosoegito, onderscheidenlijk voorzitler €n secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de bij
besluit van 22 Augustus 1914 No. 81 als rechtpersoon erkende vereeniging:"Mohammadijah" aldaar;

L]

II. enz.

Nog gelet op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 No. 2 (staatsblad No.64);
Is goedgevonden en verstaan:

Goedkeuring te verleenen op de wijziging der artikelen 4, 5 en 7 (*) der statuten van de vereeniging
"Mohammadijah” te Djokjakarta, gelijk die wijziging in het verzoekschrift is omschreven.

Ulttreksel enz.

Ter ordonantie van den Gouverneur Generaal
van Nederlandsch-Indie.
De Algemeene Secretaris,

CH. WELTER
(*) Luidende thans als volgt:

Artikel 4 - De leden der vercemging bestaan vit gewone leden, ecreleden en donateurs of

begunstigers. Gewone leden kunnen slechts zijn Mohammedanen in Nederlandsch-Indie.
Het lidmaatschap wordt verkregen door enkele aangifte bij het bestuur,

Men verliest het lidmaatschap der vereeniging of royement, krachtens besluit der
algemeene vergadering, penomen met meerderheid van stemmen.

Tot eereleden kunnen door de algemeene vergadering op voorstel van het bestuur

worden benoemd zij, dic zich bijzonder verdienstelijk jegens de vercemping hebben
-gemaakt. .

-

¥



Artkel 5

Artikel 7 -

Donateur kan ieder zijn, zonder onderscheid van godsdienst of landraad, terwijl ook
als rechtpersoon erkende verceni ging en lichamen als donateurs

der vereeniging kunnen
worden aangenomen.

De bijdrage van donateurs en de contributic der leden, als mede de wijze van nning
worden bij huishoudelijk reglement géregeld,

Het bestuur der vereeniging berust in handen van eenq hoofdbestuur bestaande uit ten
minste 9, uit de leden der vergadering pekozen leden.

* Het Hoofdbestuur kan zich naar behoefle aanvullen met nieuwe leden, onder
andere goedkeuring der jaarlijksche algemeene vergadering,

Wanncer op cen plaats n Nederlandsche-Indie meer dan 10 leden der
woonachtig zijn, kan aldaar cen afdeling der

en eigen afdeelingsbestuur zal komen te staan

vereeniging
vereeniging worden gevormd, welke onder

Disalin sesuai dengan aselinya dan Arsip Nasional

oleh: Sekretarial Pp

1mmndw? Yogyakarta '




3 b.
TERJEMAHAN

PETIKAN dan Surat Keputusan Gubernur Jenderal
Hindia Belanda.

Batavia, 2 September 1921 (No.36)
Memperbatikan dan sebagainya,

Membaca : I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 7 Mei 1921 dari Haji Ahmad Dablan dan Mas

Djojoseegito, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sckretans dan dalam hal
i bertindak  atas kuasa dar Persyarikatan. Mubawmmadiyab yang tela mendapin

s penpesihan sebapga Badan Hukum tanggal 22 Agustus 1914 No 81,
I1. Dan sebagainya;

Memperhatikan lagi Pasal 4 dari Surat Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2
(Lembaran Negara No.64),

Memperkenankan dan memaklumkan:

Mengesahkan perubahan Angparan Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yopyakarta Pasal 4, 5 dan 7
(*), sepertt tertulis pada surat permohonan tersebul.

Salinan dan sebagainya,
Diundangkan olel
Gubernur Jenderal Hindia Belanda
Sekretaris Negara

CH.WELTER

(*) Bunyi perubahan Anggaran Dasar sebagai berikut:
Pasal 4 : Anggota Persyarikatan terdiri dari: Anggota biasa, Anggota Kehormatan, dan Penyokong.
Anggota biasa terdin dari orang Islam di Hindia Belanda.

Tanda kearggotaan diberikan oleh Penpurus Besar atas permintaan masing-masing calon
anggota.

Sescorang kehilangan keangpotaannya karena dipecat atas keputusan Rapat Anggota, yang
diambil dengan suara terbanyak.

Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Besar Lepada Rapat Anggota, atas jasanya yang
besar terhadap Persyarikatan,

Ketentuan tentang Penyokong dan besamya uang iuran anggota diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga,

Anggota Pengurus Besar terdiri dan sedikitnya 9 orang, yang dipilih dalam Rapat Anggota.

Pengurns Besar dapal menambah anggotanya, kemudian disahkan dalam Rapat Anggota
Tahunan.,

Apabila di suatu tempat di Hindia Belanda terdapat 10 crang anggota atau lebih, di situ dapat
didirikan Cabang dan dibentuk Pengurusnya.

Pasal 5

Pasal 7 :

Diterjemahkan oleh: H.Mh Djaldan Badawi Sekretanat PP Muhammadiyah Yogyakarta.

-
"




SALINAN

————————— e

Keterangan hal: RECHTPERSOON MUITAMMADIY AH

Berhubung soal rechipersoon Muhammadiyvah ity dalam beberapa urusan dengan Pemerintah serng
diminta keterangannya - karena Pemerintah kita sekarang ini dalam banyak hal termasuk dalamnya hal

rechtpersoon masih memakai dan melanjutkan  undang-undang, peraturan-peraturan lama (Hindia
Belanda) -, maka perlu kami cantumkan keterangannya sbb.:

Muhammadiyah mendapat besluit:

1. Gouvernement besluit 22 Augustus 1914 No. 81; diubah denpan

2. Gouvernement besluit 16 Augustus 1920 No, 40, diubah dengan
3. Gouvernement besluit 2 September 1921 No. 36,

Pada ketika akan dimintakan rechipersoon lagi, karena sudah habis waktunya (29 tahun), didapat
keterangan dart tuan MrTwysel dan Tuan Mr. 12.1°. Nolosoesanto (kedua-duanya di Departement van

Justitie pada ketika itu) bahwa wet yang mengharuskan demikian telah diubah dengan yang baru sebagai
berkut:

RECHTSPERSOONLIKHEID VAN VEREENIGINGEN
K.B. van 28 Maart Stb. 70 - 64 Art: 5a
(Ingev. Stb. 33 - 80)

Vereenigingen wvoor bepaaldentijd aanpepaan,
waarvan de statuten of reglement zijn goed-
gekeurd, worden ook na afloopen van het in die
statuten  of reglementen aangegeven tijdvak
zonder nadere goedkeuring als rechtspersoon
aangemerkt, indien en wvoor zoo lang uil
handelingen of gedragingen van de leden of het
bestuur der Vereeniging blijkt, dat de vereeniging
na evenbedoeld tijdstip is blijven bestaan.

Jang menurun:

Mr. R.Moeljatno, Griffier Mahkamah [slam

Tinggl, dengan petunjuk Mr. R.P Notosoesanto
(Dep. Justitie)

Persjarikatan - persjankatan jang diadakan
selama waktu jang telah ditentukan jang statuten
dan reglementnja telah diaku shah, maka sehabis
waktu jang disebutkan didalam statuten dan
reglementen itw, persjarikatan itu  dianggap
sebagal persoon, tidak usah dengan goedkeuring
(pengeshahan) lebih djauh, apa- bila dan selama
terbukti dari perbuatan dan tabi'at (kelakuan) dari
nggauta-anggauta dan bestuur persjarikatan itu,
bahwa schabis waktu tersebut persjarikatan
berlangsung adanja.

Jang menjalin:

R. Oesmanbadji

Maka tetaplah Muhammadiyah berrechipersoon dengan rechtpersoon yang sudah dan berlaku
hingga sekarang ini, sebelum ada wet/undang-undang yang merobahnya.

Demikian harap menjadi peganpan dan maklum.

PUSAT PIMPINAN MUHAMMADIY AH

Dizalin sesugi dengan aselinya oleh.

Sekretariat ubammadiyah Yogyakana
ttd, Mh. Dydlddn| Badawi
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SALINAN

DIREKTORAT DIJENDERAL PEMBINAAN HUKU M
DEPARTEMEN KEHAKIMAN R |,

Taman Pedjambon No. 12
Telp. 467170 - 42081

Nomor J1LASM60/4 Jakarta, 8 Sept. 1971
Perihal - Perkumpulan Muy-

hammadiyah

Kepada

Jth. Ketua Pimpinan Pusat Mubammadijah

u/p. Jth. 8dr. Sajuti Thalib S.H.
Djakarta

Membalas surat Saudara tertangpal 8 September 1970 No. 44/Sek/M WK/70 dan

lertanggal 18
Nopember 1970 No. 47/Sek/M/Wk/70,

perihal perkumpulan Mubammadijah, dengan ini diberitahukan
bahwa mengenai status badan hukum, perkumpulan jang anggaran dasarnja telah disahkan sesuai
Lembaran Negara 1870 (Staatsblad no. 04), tetap berstatus badan hukum setelal; lewatnja djangka waktu
‘pendinannja, sebagai ditentukan pasal 5a L.N. tersebut dan terachir dirobah dengan Lembaran Negara

1938 (Staatsblad no. 573), Dengan sjarat apabila dan selama terbukti perkumpulan tetap melakukan
kegiatan-kegiatan (anggauta-angputanya ataupun penpurusnja).

Adapun mengenai status badan hukum perkum
disahkan dengan keputusan Gubernur Djenderal tgl,
pendiriannja sesuai dengan anggaran dasarnja telah lew
badan hukum asalkan ternjata adanya kepiatan

pulan Muhammadijah yang anggaran dasamja
22 Augustus 1914 No. 81 dan djangka waktu
at pada tgl. 15 Djuni 1943, masih tetap berstatus
-kegiatan perkumpulan setelah tanggal 15 Juni 1943 tsb.

A.n. MENTERI KEHAKIMAN
Direktur Direktorat Perdata,
ub.
Kepala Dinas Badan Hukum
ttd.
(). Subadijah Subandi)

Salinan dart salinan
Disalin sesuai dengan aselinya olels
Sekretanigt FP Muhamm,;di}rah Yopyakarta
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SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANG AN
No. K/162-1IK/ 71 /MS

Berhubung dengan surat Pimpinan Pusat Muhammadi

dengan ini diterangkan bahwa setelah mempelajari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumal) Tangga
Persyarikatan [slam Muhammadiyali serta amal usahanya dalam bidang-bidang kemasyarakatan

(pendidikan, secial, dsb.) disamping kegiatan-kegiatannya dalam bidang keagamaan adalah pula
* merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang social.

vah tanggal 16 Agustus 1971 No. J-1/019/71,

Pada Deparetemen Sosial organisasi tersebut telah terdaftar dengan nomeor pendaftaran A/G - 325/69
tanggal 3 Desember 1969 '

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk diketahu oleh yang berkepentingan,

Jakarta, 7 September 1971
MENTERI SOSIAL a.i.
Ll

(k. H. Dr. Idham Chalid)

Salinan dari salinan
Disalin semuai dengan aselinya olel
Sekretarfah PP Muhammadiyah Yogyakarta

H. Mh, Djaldau Badawi
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SALINAN

PERNYATAAN MENTERI AGAMA
~ No. 1 Tahun 1971
MUHAMMADIYAH SEBAGATI BADAN KEAGAMAAN

Membaca:

I. Surat Majlis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 16 Agustus 1971 No.
J-1/020/1971 tentang permohonan agar Muhammadiyah dinyatakan sebagai Badan Hukum yang
bergerak dalam bidang keagamaan.

2. Anggaran Dasar dan Angparan Rumah Tangga Muhammadiyah

Menimbang:

a. Bahwa menurut penclitian kami, di dalam kenyataan Muhammadlydh adalah organisas: yang bergerak
dalam lapangan keagamaan,

Bahwa hal terscbut di atas telah dibuktikan oleh sejarah dalam pembinaan ummat wmumnya dan
pembinaan keagamaan pada khususnya,

Bahwa apar di dalam usaha dan geraknya Muhammadiyah lebih lancar dan mendapatkan landasan

hukum yang lebih kuat, perlu menyatakan Muhammadivah sebagai Badan Hukum yang bergeruk
dalam bidang keagamaan,

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17 ayat 3 dn pasal 29;
2. Undang-Undang No. § Tahun 1960,

3. Peraturan Pemenntah No. 38 Tahun 1963,

b.

MENYATAKAN:

Muhammadiyah adalah Badan Hukum/Organisasi yang bergerak dalam blﬂJnL keapamaan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pernyataan ini, akan ﬂipcrhmlu
kembali sebagaimana mestinya.

L.
1L

Dinyatakan di Jakarta
Pada tanggal 9 September 1971

MENTERI AGAMA
td.

(K. H. M. DACHLAN)
Pernyataan in1 disampaikan kepada yth.

l. Departemen Dalam Negeri (u.p. Ditjen Agraria)
2. PP Muhammadiyah di Yogyakarta

3. Majlis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah di Jakarta

Salinan dari salinan.
Disalin sesai dengan aselinya oleh:

Sekretaria uhammadiyah Yogyakarta
gl
H Mh. D ad




SALINAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGER]
MO Sk, 14/DDAM972
tentang:
PENUNIDIUKAN PERSJARIKATAN MUHAMMADIIAH SEBAGAI BADAN HUKUM JANG DAPAT
MEMPUNIAI TANAH DENGAN HAK MILIK

MENTERI DALAM NEGERI,
MEMBATIA:

I. Surat Pimpinan Pusat Muhasunadyah 1gl. 13-9-1971 No. J.1/025/1971, agar PERSIARIKATAN MUIAMMADIJAH
tersebut dinjatakan sebagai badan hukum jang dapat mempunjai hak atas tanah;

2. Salinan Pernjataan Menteri Agama No. | tahun 1971 tentang Muhammadijah sebagai badan hukum keagamaan tertanggal
9-9-1971;

3. Salinan sural keterangan dan Menten Sosial . 7-9-1971 No. KA 62/X07/MS,

4. Salinan surat dan Direktorat Djenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman R gl 8-9-1971 No 1 A 5/160/4:

MENIMBANG:

a. bahwa PERSIARIKATAN MUHAMMADUAH memenuhi sjarat untuk dinjatakan sebapai badan hukum jang dapat
mempunjai hak milik atas wanah, jang dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan
dan social,

b, bahwa dalam pada i, bedwbung dengan maksud dan pada Undang2 Pokok Agrmna dan Perturan Pemermtah No. 38
tahun 1963 untuk membatasi pemilikan tanah oleh badan2 hukum, maka sebagal perketjualian, dunam anah2 jang
sekarang ini diperuntukkan bag peribadatan, social dan wsaha lain oleh PERSIARIKATAN MUHAMMADUAHM masih
perlu ditetapkan lebih landjut, mana jang akan boleh dipunjai oleh PERSIARIKATAN MUHAMMADUAH terschbut
dengan hak milik dan mana dengan hak jang lain;

[

bahwa oleh karena masih diperlukan pemenksaan lebih landjut, penetapan jang dimaksudkan diatas akan dilakukan dengan
suate keputusan penepasan tersendirn;

MENGINGAT:
1. Pasal 2| Undang2 No. 5 tahun 1960 (L. N. tahun 1960 No, 104);

2, Peraturan Pemerintah No. 38 tabun 1963 (L. N, tahun 1963 No, 61);
3. TPeraturan Menter Dalam Negen Moo | tahun 1957,

MEMUTUSKAN:

PERTAMA - Menjatakan PERSJARTKATAN MUHAMMADUAH dengan alamat Pimpinan Pusat Muhammadijah Dyl
Menteng Raya No. 62 Djakarta dan Djl. K. H. A Dahlan 99 Jogjakana sebagai badan hukum jang dapat mempunjai hak milik

atas tanzh, jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha keapamaan dan social dengan sjarat2
sebagal dibawah inn:

1. Didalam waktu 1 (sat) tahun setelsh tanggal surat keputusan ini PERSJIARIKATAN MUHAMMADUAH tersebut
wad)ib menjampaikan kepada kam: pembentahuan tentang tanzh2 jang dipunjai/dikuasai, dengan menjebutkan °
Matamnja tanah (sawah, tegl, pekarangan) staws haknja, letaknja, luasnja dan penggunaannja;

2. Pembentabuan terscbut hurus dikuatkan oleh Bupat Kepala Daerah cg, Kepala Agrana Daerah jang bersangkutan.

3. Oleh Menten Dalam Negeri akan ditetapkan lebih lanjut tanah atau tanah-tanah jang mana akan boleh dipunjai oleh
PERSIARIKATAN MUHAMMADIIAH dengan hak mulik;

4.

Mengenai lanah  ataw  tanah-tanali lainnya Menteri Dalam  Negen  berwewenang untuk meminta  kepada
PERSJARIKATAN MUHAMMADUAH, agar supeja mengalibkan kepada pihak lain jang dapat mempunjai dengan
hak milik atau memintanja untuk dipbah mendjadi hak lain, jaitu djika berlangsungnja pemilikan tanah tersebut oleh

PERSIARIKATAN MUI-MMMA'IHI.FMI itkan  bertenwngan  dengon Undanp? Pokok Agmne atey Peratur
Pemennlah No. 38 tahun 1963,

5. Untuk dapat memperoleh tanah  hak malk  sesudah  tanggal surat  keputusan i, PERSJARIKATAN
MUHAMMADUIAI tetap memerlukan idzin Menten Dalam Negeri, Idzin tersebut harus diperoleh sebelum aktanja

jang dimaksudkan didalam pasal 18 Peraturan Pemenntah no, 10 tahun 1961 dibuat oleh Pedjabat Pembuat Akta
Tanah jang bersangkutan,

KEDUA - Surat keputusan i berlaku mula tangeal ditetapkannya

o -r
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinys, maka surat keputusan
Republik Indonesia. -+

Ditetapkan di Djakarta
Padn mnggal 10 Pebruan 1972
A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR DIENDERAL AGRARIA

it

(ABDULRACHMAN §.)

SALINAN susat keputusan i disamparkan kupada;

Departemen Dalam Negen u.p. Kepala Biro Hukum,
Departemen Agama R 1 di Djakarta

Kepala Direktorat Pendaftran Tanah di Djakarta
Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah di Djakarta
Kepala Sub Direltorat Penjelesaian Senpketa Hukum,
Biro Pusat Statistik di Djakarta

Jang berkepentingan/penerima hak untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

S R

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINY A:
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA
, md
(Soesmorg)

Dibubuhi siempel : DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAN DJENDERAL AGRARIA

DISALIN SESUAI DENGAN SALINAN
MUHAMMADIYAH MATLIS WAKAF DAN
KEHARTABENDAAN

ftd.
(Sajuts Thahb, S.H.)

SALINAN DARI SALINAN
Dizalin oleh Sekretarfil PP Muhamr?hynh
Yo i

i
H. M. Djal e o

i akan diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REMUBLIK INDONESIA
SALINAN Surat Keputusan Meaten Dalam Negeri
Mo, Sk 14/DDAMNST2IANG

MENTERI DALAM NEGERI,
MEMBACA .

1. Surat permohonan gl 4-12-1979 No. J-1/070/1979 dar Pimpinan Pusat Muhammadiyah alamat Jln. Menteng Raya 62

Jakarta, yang maksudnya mohon perpanjangan waktu seperti tercantum dalam dictum PERTAMA surat keputusan Menter
Dralam Negen gl 10-2-1972 No Sk 14/DDAS 972,
7

2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeni tgl. 10-2-1972 No. Sk 14/DDA/1 972
IE ANG :

I. bahwa pemahoen terlambal melaksanakan dictum PERTAMA angka | dalam surat keputusan Menten Dalam Megen tgl. 10-
Z-1972 Mo, 5k 14/DDANS72:

2. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dianggap perlu untuk memberikan perpanjangan waktu sepert
tercantum dalam Jictum PERTAMA angka 1 sumt keputusan tersebut di atas:

MENGINGAT :

1. Undang? Pokok Agrania (U.U. no. 5/1960— L, N. No, 104 — 1960);

2. Peraturan Menten Agruna No. 10 whun 1965

3. Peraturan Pemerintah No. 38/1963 (L N. 1963 No. 61),

4. Peraturan Menteri Dalam Megen No 6 whun 1972 dan No. 1 tahun 1975

L |

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN

PEPTAMA : Memperpanjang waktu seper tersebut dalam dictum PERTAMA angka | Surat Keputusan Menteri Dalam
Negen (gl 10-2-1972 No. 8k 14/DDAN 972, dalam waktu | {sata) tahun terhitung sejak tanggal surt ke

RA2LA Sural kepotesas e akan ditiogau stan diralst kembali sebapainsni mestings, apabils dikemudian har temyata
terdapat kekeliruan dalom penetapan i -

prrlushn g

[tetaphan di Jakaria |
PPada tanggal, 27 <2 - 1950
A MENTERI DALAM NEGER]
DIREETUR JENDERAL AGRARIA,
b tid
DARYONO

SALINAN surat keputusan i dissmpaikan kepada-
1. Biro Hukum dan Humas Depantemen Dalam Negen di Jakarta

2, Departemen Agama B_L di Jakarta

3. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakana,

4. Direktur Pengurusan Hak2 Tanah DitJen Agraria di Jukarta,

5. Direktur Pendaftaran Tanah DitJen Agraria di Jakara

6. Kepala Bagian Tata Usaha DitJen. Agraria di Jakarta

7. Kepala Sub Dit. Penyelesaian Sengketa Hukum Dit Jen. Agrana di Jakania

8. Kepala Sub Dit. Hak Milik/Pakai Dit. Jen Agrania i Jakara

9. Pimpinan Pusat Muhammadiyah JIn. Menteng Raya 62 Jakarta, untuk diketahui dan dapat diperpunakan sebagaimana

meastinya. :
D ISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA :
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA,

Dhsalin dan salingerpleh:
Sekretariat PP M madiyah tid.
Yogyakarta //

Tud, G .. (Drs. Achmad Rivai)
H. Mh, Djaldan BAd :

NIP. 010067418
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SALINAN

MENTERI

PENDIDIKAN AN KEBUDAY AAN
REPUBLIK INDONESIA

Nao. - 23628/MPK/T4 Jakarta, 24 Juli 1974
Lampiran -
Hal : Pernyataan Muhammadiyah

Sebagai badan hukum yang

Bergerak dalam bidang

Pendidikan & pengajaran,

Kepada
Yth. Sdr. Ketua Pimpinan Pusat
Mubammadiyah Mailis
Pendidikan dan Pengajaran
di
JAKARTA

Dengan hormat

_ Dengan menunjuk sural Saudara tertgl 22 J. Akhir 1394 H / 12 Juli 1974 M No. E-6/098/1974
penhal: Mohon dinyatakan Muhammadiyalh sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang

pendidikan dan pengajaran, bersama ini kami beritahukan bahwa setelah diadakan penclitian dengan
seksama, maka kami menyatakan:

“Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak di biang pendidikan dan
pengajaran”.

Demikianlah harap mak lum.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

td.
( Sjarif Thajeb)

Disalin sesuai dengan aslinya oleh:
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Majlis Pendidikan & Pengajaran
Sekretaris,
ttd.
( H. R. Darsono )

Salinan darj salinan
Disalin sesuai de aslinya oleh
Sekretariat PP Muha di Yogyakarta

) tid. H. Mh.
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SALINAN

DEPARTEMEN KESEHATAN R. 1.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK

JAKARTA
Jalan Prapatan No. 10 Telp. : 349801 - 4

Mo. © 1535/ Yan Med/Um/ 1 998, Jakarta, 22 Pebruari 1988
L v
Perihal : Pernyataan Muhammadiyah sebapai
Badan hukum yang bergerak dalam
R Bidang keschatan.

Kepada Yth.

Saudara Ketua Pimpinan Pusat
Muhammediyah Majlis P.K.U.
di-JAKARTA

Menunjuk surat Saudara nomor (F.6/16172XIV1987 tanggal 26 Robwl Akhir 1408 H / 16 Desember
1987 M perihal : Mohon dinyatakan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam
bidang Kesehatan, setelah diadakan penelitian seksama serta denpan memperhatikan pemyataan
Menter: Kehakiman Nomor : J.A. 5/160/4 tanggal 8 September 1971 mengenai keabsahan status Badan
Hukum Perkumpulan Muhammadiyah, maka bersama 1 kami menyatakan :

“Muhammadiyah sebagai badan hukum yang juga bergerak dalam bidang keschatan®,

Demikian pemyataan kami, harap menjadi maklum.

An. Menteri Kesehatan R.L.
Direktur Jenderal Pelayanan Medik,

ted.

Dr. H MOHAMAD ISA

Tembusan kepada Yih.

1. Bapak Menteri Kesehatan R I
(senagai laporan)
2. Arsip

Salinan sesual dengan aselinya

Disalin oleh Sgkipatariat PP Muhammadiyah
Yopyakarta <
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DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MAMNUSIA

REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
,  ADMINISTRASI HUKUM UMUM
I HF.. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp, (0U21) 5202387 - Hunting

Momar

Lampiran
Perihal

02-HT.01.02.A)es

: Status Badan Hukum
Perkumpulan Muhammadiyah.

Jakarta, 29 JAN 20

Kepada Yth.

Sdr. Prof, Dr. H. A, Syafii Maarif
Ketua Pimpinan Muhammadiyah.

JI. Menteng Raya 62,
Jakarta 10340.

Membalas surat Saudara
September 2003 dan Nomar
perihal tersebut pada pokok
sebagai berikut -

Momor  627/1.0//2003,

tanggal 19
033/1.0/A4/2004, tanggal 20 J

anuari 2004,
surat, dengan ini kami beritahukan hal-hal

1. Perkumpulan Muhammadiyah, anggaran dasarnya telah disahkan
dengan Keputusan Gubernur Jonderal MNomor 81, tanggal 22 Agustus
1814 berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-

perkumpulan Berbadan Hukum:

. Perkumpulan, berdasarkan Pasal 5a Staatsblad tersebut, yang didirikan

unluk  jangka waktu tertentu, yang statutanya atau reglementnya
disetujul, juga setelah habis wakiu yang ditentukan dalam reglement itu,
lanpa persotujuan labih lanjut, dipandang sebagai badan hukum, bila
sepanjang perbuatan-perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya
alau pengurusnya manunjukkan bahwa parkumpulan itu, setelah waktu
Yang ditentukan, tetap ada:

FPerkumpulan Muhammadiyah, sesuai
menurut pengamatan kami,

dengan surat Saudara dan
kegiatan sebagal Parkumpul

sampai saat ini, masih melakukan kegiatan-
an,

aka Perkumpula

n Muhammadiyah yang telah
pengesahan status badan h

ukum dari Gubernur Jenderal
Asasi Manusia RI), tetap diakui
Ya sebagai badan hukum dan harus menyesuaikan diri
dengan Undang-unuang MNomor 8 Tahun 1985 tersebul,

Demikian untuk diketahul,

FOTC C

SESUAL

et ol .I:
i _,=._.m-f.'1_i.:.s;:sf;,'aé~.n CSHL MM

1 Fd
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G0IN MANAN SINAGA, SH,MH
NIP : 040039881
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